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UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM

RUMAH TANGGA

A. PENGERTIAN UPAYA

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
Usaha/lkhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan,
mencari jalan keluar). Menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha
untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan
segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal supaya
dapat berlebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud,
tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.*

Upaya yang dimaksudkan vyaitu, sesuatu yang seharusnya
dilakukan suami dan istri guna menjadikan keluarga yang harmonis.
Dengan adanya upaya ini di harapkan agar tidak terjadi Kekerasan
Dalam Rumah Tangga di masa mendatang, mengingat banyak

berjatuhannya korban KDRT khususnya kaum perempuan.

! Muhamad Jupri”Upaya adan kepegawaian daerah dalam proses
pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil di kabupaten tana
tidung”,ilmu pemerintahan,vol. 2 N0.2338-3651 (2014), H.2362.

49



50

Di dalam Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

PO E

Penghormatan hak asasi manusia
Keadilan dan kesetaraan gender
Nondiskriminasi; dan
Perlindungan korban.?

Setelah di sahkannya undang-undang no 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menjadi hak

korban terdapat dalam Pasal 10:

1.

Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik
sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah
perlindungan dari pengadilan.

Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan aparat
yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan di lakukan
korban. Jaminan perlindungan sangat penting untuk memastikan
bahwa korban tersebut dipelakukan dengan simpatik dan hati-
hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin,
sehingga kesaksian yang diberikan diperoleh untuk menghukum

pelaku.

2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI

No. 23 Tahun 2004),(Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h.3
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2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Hak untuk mendapat pemulihan medis, yaitu
penyembuhan luka fisik yang di derita korban dengan
memberikan rujukan ke rumah sakit yang menyediakan
pelayanan terpadu bagi korban KDRT psikis, hukum dan sosial,
terutama untuk mengembalikan kepercayaan dirinya.

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan
korban.

Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas
kerugian yang di deritanya, baik dari pemerintah sebagai
organisasi yang berkewajiban member perlindungan pada
dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang menyebabkan
kerugian yang luar bisa pada korban. Ketentuan yang
memungkinkan korban mendapatkan ganti kerugian sangatlah
kurang , terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan
adalah yang berkenaan dengan dengan penggatian biaya yang
telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Seperti dalam kasus
KDRT karena kerugian sulit diukur dengan materi.

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada
setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan kasus dan keputusan hakim, termasuk pula hak
diberitahu apabila pelaku telah di keluarkan atau bebas dari
penjara, kalau dia di hukum karena bukti yang kuat.

5. Pelayanan bimbingan rohani.

Pelayanan  bimbingan  rohani  dilakukan  oleh
pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan
mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan
tagwa dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.®

Di Indonesia pada umumnya kurang efektif terhadap
hukuman yang dilakukan penegak hukum, hasilnya bahkan
tidak membuat jera terhadap pelaku kejahatan, mereka dituntut
dengan pasal yang berlaku pada Undang-Undang Kekerasan
Dalam Rumah Tangga. Namun nyatanya kebanyakan para
pelaku kekerasan menyimpan rasa dendam terutama pada
korban maupun keluarganya, mereka mencari cara bagaimana
membalaskan dendamnya ketika pelaku tersebut bebas dari

penjara.

® Mohammad Taufik Makaro, Weni Bukamo, Syaiful Azri, Hukum
Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta:
Rineka Cipta,2014) H.204
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Dengan demikian timbul lah tindak kejahatan baru yang akan
dilakukan oleh pelaku tersebut, karena anggapan mereka sudah terbiasa
didalam penjara selama bertahun-tahun sehingga pelaku tersebut tak
segan untuk mengulanginya kembali. Perlu di berikannya pemahaman
kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan
pernikahan guna menghapus atau menurunkan tingkat kekerasan di

dalam rumah tangga.

B. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
ISLAM

Islam adalah agama rahmatan lilalamin. Dengan hadirnya Islam
di mukabumi juga merupakan bentuk manifestasi pesan Allah SWT
untuk menebarkan kedamaian di seluruh alam. Dengan kata lain Islam
juga menegaskan bahwa agama Islam sangat anti dengan kekerasan
termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain
mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam
kepada perempuan. Bahkan dalam Islam pertanda kesempurnaan iman
seseorang di warnai dengan kebaikan budinya kepada sesama, terlebih

kepada perempuan, termasuk sikap dan tingkah lakunya terhadap istri.
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Persoalan kekerasan dan inferioritas perempuan di Indonesia memang
tidak lepas dari latar belakang sejarah dan budaya.*

Islam sangat menghargai perempuan serta kedudukannya, dan
menjadikan perempuan sebagai figure bagi seorang anak di dalam
rumah tangga. Maka muncul lah pandangan beragam, mengenai hal
tersebut. Pertama, permasalahan nusyuz sebenarnya sudah dikonsep
dengan begitu bagus dalam al-qur’an, akan tetapi manusia yang
memang kurang faham dan bijak dalam menanggapinya. Adapun
pandangan kedua, melihat secara kontekstual, bahwa perlu adanya
pemikiran baru agar islam tidak terlihat monoton,®

Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an
maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan

istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana Allah menyatakan:

z
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* Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum
dan Syari’ah Vol .8, No. 2 (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. h. 119

*Abdu Aziz, “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”( Bogor: 2007)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman. h. 166
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin
kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak.” (Q.S An-Nisa (4): 19).°

Dikatakan pula bahwa manusia yang baik, adalah yang berlaku
dan berbuat baik terhadap istri dan anak-anak perempuannya, atas dasar
inilah maka setiap asumsi yang menyatakan bahwa islam merendahkan
atau melecahkan perempuan adalah salah besar karena sifat
merendahkan melecehkan, atau mencederai apalagi menindas manusia
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tuhan, karena tuhan
mengecam keras cara pandang demikian itu. Sebagaimana

ditegaskannya bahwa sesama orang-orang beriman dilarang untuk

saling menyakiti. Agama islam secara penuh memberikan perlindungan

® Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-
Qur’an dan Terjemahnya (Serang: Al-Bantani :2014) h.80
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terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik-praktik
kekerasan.’

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk
mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang di benarkan oleh
ajaran Islam. Seperti suami membolehkan memukul istri mereka yang

nusyuz.® sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT:
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi
lagi Maha Besar.” (QS. An Nisaa’ (4): 34)9

’ Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum
dan Syari’ah Vol .8, No. 2 (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. H.120

8 8Abdu Aziz, “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’( Bogor: 2007)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman.H.170.

% Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-
Qur’an dan Terjemahnya (Serang: Al-Bantani :2014) h.84
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Nusyuz berarti sikap istri yang durhaka serta angkuh atas
perintah Allah SWT. agar mentaati suaminya. Ada pula yang
berpendapat bahwa “nusyuz itu saling membenci antara suami istri.”
Asy-Syafii mengomentari ayat ini; “ayat ini berbicara tentang
kesalahan istri yang mencaci maki suaminya berikut sanksi yang mesti
di terimanya. Yaitu jika suami melihat ucapan atau tindakan sudah
membahayakan, hendaknya ia menasehatinya. Jika sudah di nasehati
terus menerus belum ada perubahan, hendaklah ditinggalkan tempat
tidurnya. Jika tetap saja, hendaklah ia memukulnya.” Ketentuan
memukulnya yaitu tidak sampai luka dan tidak memukul muka.

Islam juga berbicara tentang upaya perlindungan terhadap
perempuan, gaya bahasa yang digunakan ada yang dikemukakan
sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dai tindak
kekerasan, ada pula yang dinyatakan sebagai langkah kuratif terhadap
praktik kekerasan yang di alami perempuan.*

Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat manusia khususnya

bagi para suami agar tidak melakukan kekerasan terhadap istri.

10 Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan
Syari’ah Vol8, No. 2 (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. h.121.
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“Dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah SAW tidak pernah
memukul pembantu maupun istrinya. Beliau tidak pernah memukul
apapun dengan tangannya "

Sifat yang diteladankan Rasulullah saat memperlakukan
pembantunya pada dasarnya menjadi gambaran umum tentang pola
ideal antara majikan dan pembantu. Dan rasulullah tidak pernah
memukul istrinya, justru beliau selalu romantis dalam perbuatan
maupun ucapan serta menghormati hak-hak seorang perempuan (istri).

Dengan demikian perlu adanya pemahaman dan penghayatan

terhadap ayat-ayat nusyuz, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang di

sebabkan oleh penafsiran ayat-ayat nusyuz yang secara kontekstual.

C. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004
Hukum sebagai standard of conduct merupakan kesimpulan
pertimbangan tentang apa yang patut dan baik di lakukan, dan apa yang
tidak patut dan tidak baik dilakukan.> Negara Republik Indonesia

adalah negara hukum yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa,

1 Ummu Sufyan, Senarai Konflik Rumah Rangga, Penterjemah Dadang
Sobari (Bandung :PT Remaja Rosda Karya,2007) h.3.

2 lin Ratna Sumirat, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional, (Serang:
Media Madani, 2018) cetakan kedua h.15
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termasuk di dalamnya memelihara keutuhan dan kerukunan rumah
tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat
tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama
kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam
lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga
dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak terkontrol,
yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga
sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang
berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib
melaksanakan, pencegahan, perlindungan, dan menindak pelaku sesuai
dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk
kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia
dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi.®®

13 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI
No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika :2007) h.19
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Perampasan hak asasi manusia pun menjadi permasalahan yang
sangat serius terutama di dalam keluarga yang di lakukan oleh suami
terhadap istri. Akibat semakin lemahnya kemampuan adaptasi pada
setiap anggota keluarga, maka anggota keluarga yang mempunyai
kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak sesukanya terhadap
anggota keluarga yang lemah anggapan seorang suami yang seperti itu
akan menimbulkan ketidakadilan dan merusak kesetaraan gender antara
sesama manusia, sehingga dengan demikian menjadi tindakan
diskriminasi yang menyebabkan salah satu individu ataupun kelompok
menjadi korban kekerasan terutama dalam ruang lingkup keluarga.

Menurut Harkristuti Arkrisnowo dari tinjauan Psikologis yang
terjadi pada korban yaitu:

1. Menyebabkan ketakutan dan perasaan tidak aman
2. Membatasi akses mereka pada berbagai sumber daya dan
kegiatan dasar.**

Dari tinjauan Medis yang mencangkup Aspek fisik, yaitu:

1. Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan, dan bunuh diri

2. Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat.

% Maemuna B (PO.90 020 4538) “Perlindungan Hukum Perempuan dari
Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”(Program
Pasca Sarjana Ilmu Hukum Non Reguler Kerjasama Universitas Hasanuddin dengan
Departemen Hukum dan HAM RI, Makassar, 2007) h. 27
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3. Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat perkosaan dan
kelahiran premature.®

Kekerasan juga muncul sebagai akibat dari intervensi
lingkungan diluar anggota keluarganya yang secara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga terutama orang
tua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif
terhadap anggota keluarga yang sering kali di tampakkan dalam
pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik.

Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan
perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu
terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak
hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan diperkuat, bahkan
dikontruksi secara sosial maupun kultural, melalui ajaran keagamaan
maupun negara. Melaui proses yang sangat panjang, sosialisasi tersebut
akhirnya dianggap menjadi ketentuan tuhan seolah-olah bersifat
biologis dan tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan

gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.

> Mohammad Taufik Makaro, Weni Bukamo, Syaiful Azri, Hukum
Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta:
Rineka Cipta,2014) h.203
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Kontruksi  sosial gender yang tersosialisasikan secara
evolusionear dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-
masing jenis kelamin. Misalnya, karena kontruksi sosial gender, kaum
laki-laki harus bersifat lebih kuat dan agresif maka kaum laki-laki
kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi
atau menuju sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni
secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya kaum perempuan
harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak
saja berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan visi serta ideologi
kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan

biologis.*®

* Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan
Sosiokultural”, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakancana h. 11






